
 

 

 

 

LEMBARAN KALURAHAN 

KALURAHAN NGIPAK 

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Ngipak) 

Nomor : 5         Tahun : 2025 

 

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK 

NOMOR 5 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

LURAH NGIPAK, 

 

Menimbang :  a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

c. 

bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang 

tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu 

dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025; 

bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang 

Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah di evaluasi oleh 

Camat Karangmojo nomor 92/KPTS/2025; 

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Kalurahan Ngipak tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 

2025; 

Mengingat :      1. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan 



  

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 

12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950  Nomor 59); 

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6995); 

 5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7060); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 



  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 

 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah 

Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); 

 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa 

Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 1083 Tahun 2024); 

 15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2017 Nomor 1); 



  

 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 

Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 24); 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018  

Nomor 7); 

 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 52); 

 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak 

dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24); 

 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, 

Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26); 

 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 

Nomor 51); 

 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 

80); 

 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 

37);  

 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 

tentang Pendoman Penyusunan dan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 



  

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2025 Nomor 4); 

 25. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 

2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 

2025; 

 26. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Aset Milik Desa Ngipak (Lembaran Desa 

Ngipak Tahun 2018 Nomor 2); 

 27. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Ngipak Tahun 2019 Nomor 2); 

 28. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan 

Ngipak Tahun 2022 Nomor 3); 

 29. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan 

Ngipak Tahun 2022 Nomor 4); 

 30. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 

2025 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2024 Nomor 

3); 

 31. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Ngipak 

Tahun 2024 Nomor 5); 

 32. Peraturan Lurah Ngipak Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan 

Ngipak Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Lurah Ngipak Nomor 3 Tahun 

2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Ngipak 

Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 

2025 (Berita Kalurahan Ngipak Tahun 2025 Nomor 3); 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK 

dan  

LURAH NGIPAK 

 

MEMUTUSKAN :  



  

 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 

semula sebesar Rp 2.184.898.431,75 (dua miliyar seratus delapan 

puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat 

ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), berkurang 

sejumlah Rp 211.449.100,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus 

empat puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp 

1.973.449.331,75 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta 

empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu 

koma tujuh puluh lima rupiah)  dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

1. Pendapatan Desa 
 

 
a. semula  Rp 2.080.149.600,00  

 
b. berkurang  Rp        1.449.100,00 - 

 Jumlah pendapatan setelah perubahan  Rp 2.078.700.500,00  

2. Belanja Desa 
 

 
a. semula  Rp 2.184.898.431,75  

 
b. berkurang  Rp    211.449.100,00-  

 Jumlah belanja setelah perubahan  Rp 1.973.449.331,75  
 Surplus setelah perubahan  Rp    105.251.168,25  

3. Pembiayaan Desa 
 

 
3.1. PenerimaanPembiayaan 

 
 

 
a. semula  Rp    114.748.831,75  

 
 

b. bertambah                              -    
 Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp    114.748.831,75  

 
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

 

  
a. semula                              -    

  
b. (berkurang)  Rp   (220.000.000,00) 

 
Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp   (220.000.000,00) 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a–b)  Rp   (105.251.168,25) 

SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan                              -    

 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam 



  

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 

Kalurahan ini. 

 

Pasal 3 

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan 

operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngipak. 

 

Ditetapkan di  Ngipak 

pada tanggal 15 September 2025 

 

               LURAH NGIPAK, 

 

 

       ttd. 

 

 

            BAMBANG SETIAWAN 

 

Diundangkan di  Ngipak 

pada tanggal 15 September 2025 

              CARIK NGIPAK, 

 

 

       ttd. 

 

 

        NOVIYANTIRINI SURIPNA 

 

LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2025 NOMOR 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


